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Menimbang :

Mengingat :

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 04 TAHUN 2010

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD), SURAT
PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ), MENGESAHKANKAN SPJ DAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DALAM PELAKSANAAN APBD

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010
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.

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat yang
diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD),
Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan SPJ dan Surat
Pencairan Dana ( SP2D) .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu ditetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani

. Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM),

Mengesahkan SPJ dan Surat Pencairan Dana ( SP2D) dengan
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3312)
sebagamana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 3569); '

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3865) sebagamana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara. -
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun. 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor. 3688);. sebagaimana felah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ( Lembar Negara\Repubhk Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara “Republik Indonesia
Nomor 3988);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 3826);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor. 4189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor. 4189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
4437),sebagaimana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 08
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor. 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4139);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 457);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor, 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor. 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor. 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 4614);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

" Luwu Utara ( Lembar Dacrah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8,

24,

25.

26.

27.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 199);

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2009 Nomor 30);



Menetapkan :

KESATU
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KETIGA

KEEMPAT
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MEMUTUSKAN :

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan
Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan SPJ
dan Surat Pencairan Dana ( SP2D) dalam pelaksanaan APBD
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

Pejabat yang menandatangani Surat Penyediaan Dana ( SPD ) adalah
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD).

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar ( SPM )
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) Selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah ( PPKD).

Pejabat yang mengesahkan SPJ adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD )
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD).

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D)
adalah Kepala Seksi Perbendaharaan Bidang Anggaran Selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba,
Pada tanggal, 4 Januari 2010

UPATI,

ARI JU DI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

NAUMEWLWND =

Pertinggal.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;

Inspektor Kab. Luwu Utara di Masamba;

Para Kepala SPKD Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Utara masing-masing di tempat;



